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Lampiran 1. Undang-undang khusus di luar KUHP mengenai korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban korporasi 

 

No. Undang-Undang Terminologi yang digunakan Subjek hukum yang bisa 
dikenakan sanksi 

Sanksi pidana yang bisa dijatuhkan 
kepada korporasi 

1. UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang 

Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 NR 

12  

 Pasal 19: Badan Hukum Pasal 19: Pengurus Badan Hukum  

2. UU Nomor 2 Tahun 1951 tentang 

Pernyataan Berlakunya UU Nomor 13 

Tahun 1947 tentang Kecelakaan 

Pasal 4: majikan ialah tiap-tiap 

orang atau badan hukum 

Pasal 30: Anggota-anggota 

Pengurus Badan Hukum 
 

3. UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang 

Pernyataan Berlakunya UU 

Pengawasan Perburuhan 

 Pasal 7: “B d n H k m” Pasal 7: Pengurus Badan Hukum  

4. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

 tentang Mengubah Ordonantie 

 Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen 

(Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI 

Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 

 Pasal 4: Badan Hukum Pasal 4: Pengurus atau wakilnya 
setempat 
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5. UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 

tentang Penimbunan Barang-Barang 
Pasal 1 (e): B d n H k m: “ i p 

perusahaan atau perseroan, 

perserikatan atau yayasan, dalam 

arti yang seluas-luasnya, juga jika 

kedudukan sebagai badan hukum 

itu baik dengan jalan hukum 

ataupun berdasarkan kenyataan 

 id k di e ik n kep d ny .” 

Pasal 11: Badan Hukum dan atau 

orang-orang. 
Pasal 11: Perampasan barang, denda, 

hukuman tambahan dan tindakan- 
tindakan. 

a. Pengumuman keputusan hakim 

tentang perbuatan itu. 

b. Kewajiban untuk membayar 

sejumlah uang jaminan paling 

banyak seratus ribu rupiah. 

6. UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 

tentang Pemungutan Pajak Penjualan 
 Pasal 46: Badan Hukum  Pasal 46: Anggota Pengurus  

7. UU Darurat Nomor 13 Tahun 1952 

tentang Larangan untuk 

Mempergunakan dan Memasukkan 

dalam Peredaran Uang Perak 

 Pasal 5: Badan Hukum Pasal 5: Pengurus atau Wakil 

Badan Hukum 
 

8. UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955 

tentang Larangan Untuk 

Mengumpulkan Uang Logam yang Sah 

dan Memperhitungkan Agio pada 

Waktu Penukaran Alat-Alat 

Pembayaran yang Sah 

 Pasal 7: Badan Hukum  Pasal 7: Anggota atau Pengurus 
dari badan hukum 
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9. UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 

tentang Pengusutan, Penuntutan, 

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi  

Pasal 15: Badan Hukum, 

Perseroan, Perserikatan orang, 

Yayasan 

Pasal 15: Badan Hukum, Perseroan, 

Perserikatan orang, Yayasan, 
Pemberi perintah, pemimpin 

Pasal 6: Hukuman Pokok sama dengan 

Hukum Pokok KUHP dengan maksimal 
hukuman lebih berat dari pada ketentuan 
KUHP 

 Pasal 7: Hukuman Tambahan, berupa: 
a. Pencabutan hak-hak 

b. Penutupan seluruhnya atau 

sebagian perusahaan 

c. Perampasan barang-barang 

d. Penghapusan sebagian atau 

seluruh keuntungan 

e. Pengumuman putusan hakim 

 Pasal 8: Tindakan Tata Tertib, berupa: 
a. Penempatan perusahaan dibawah 

pengampuan 

b. Pembayaran uang jaminan 

c. Mengerjakan apa yang dilalaikan, 

meniadakan apa yang dilakukan 

tanpa hak, melakukan jasa-jasa 

untuk memperbaiki akibat-akibat. 

10. UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang 

Metrologi Legal 
 Pasal 34: Badan Usaha  Pasal 34: 

a. Pengurus, apabila berbentuk 

badan hukum dan atau 

yayasan 

b. Sekutu aktif, apabila berbentuk 

persekutuan atau perkumpulan 

orang 

c. Wakil atau kuasanya di 
Indonesia, apabila kantor 
pusatnya berkedudukan di luar 
wilayah RI. 
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11. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan 

 Pasal 1 (c): Pengusaha adalah 

setiap orang perseorangan atau 

pe  ek    n      “B d n H k m” 

yang menjalankan sesuatu jenis 

perusahaan. 

Pasal 35: Pengurus atau 

Pemegang kuasa dari badan 

hukum 

 

12. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan SebagaimanaTelah 

Beberapa Kali diubah Terakhir dengan 

UU Nomor 16 Tahun 2009 

Pasal 1 (3): Badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha yang 

meliputi PT, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN, atau 

BUMD dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

Bab VIII (Ketentuan pidana): 

menjelaskan semua adresat 

pasalnya adalah “ e i p o  ng” 

(walaupun tidak ada keterangan 

umum siapa yang dimaksud 

dengan setiap orang, tetapi 

diasumsikan merujuk kepada wajib 

pajak sebagai mana dijelaskan 

pada Pasal 1 (2) yang menjelaskan 

wajib pajak adalah orang pribadi 

atau badan). 

BAB VIII (Ketentuan Pidana): 

kurungan, penjara, denda. 

13. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang 

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya 

Rekam 

Penjelasan Pasal 6 (1): yang 

dimaksud orang adalah orang 

perseorangan, persekutuan, badan 

hukum baik milik negara maupun 

swasta 

Orang perseorangan, persekutuan, 

badan hukum baik milik negara 

maupun swasta (walaupun tidak 

dijelaskan secara tegas apakah 

badan hukum dapat 

bertanggungjawab secara mandiri) 

Bab IV: Pidana kurungan dan denda 

(denda relatif kecil) 

14. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian (dicabut dengan 

UU Nomor 40 Tahun 2014) 

Pasal 24: Badan hukum atau 

badan usaha yang tidak berbadan 

hukum 

Pasal 24: Badan tersebut ataupun 

terhadap mereka yang memberikan 

perintah atau pimpinan dalam 

melakukan tindak pidana maupun 

terhadap kedua-duanya. 

Pasal 21: Pidana penjara dan pidana 

denda 



295 

 

 

15. UU Nomor 7 Tahun 1992 Jo. UU 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan 

Pasal 22: Badan hukum yang 

berbentuk perseroan terbatas, 

perserikatan, dan yayasan atau 

koperasi. 

Penjelasan Pasal 22 (1) huruf a: 

Yang termasuk dalam pengertian 

badan hukum Indonesia antara 

lain adalah Negara Republik 
Indonesia, BUMN, BUMD, Koperasi 
dan Badan usaha milik swasta 

 Pasal 46: terhadap mereka yang 

memberi perintah atau yang 

bertindak sebagai pimpinan dalam 

perbuatan pidana atau terhadap 

kedua-duanya. 

 Pasal 46-51: Penjara serta denda 

(dengan sanksi denda yang sangat 

besar, sangat disayangkan 

pertanggungjawabannya hanya 

diberikan kepada pemberi perintah 

dan atau pemimpin saja tanpa 

menyebutkan bahwa badan hukumnya 

pun dapat dipidana sebagai subjek 

hukum pidana yang mandiri) 

16. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang 

Sistem Budi Daya Tanaman 

Pasal 47 (1): Badan usaha yang 

berbentuk badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia. 

Pasal 47 (2): Badan usaha yang 

berbentuk badan hukum dapat 

berupa:Koperasi, BUMN, BUMD 

atau Perusahaan swasta 

Pasal 48: Perorangan atau badan 

hukum 

Pasal 61: Penjara, kurungan, atau 

denda 

17. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal 

Pasal 1 (23): pihak adalah orang 

perseorangan, perusahaan, usaha 

bersama, asosiasi atau kelompok 

yang terorganisasi. 

Pasal 103: setiap pihak dapat 

dikenakan sanksi pidana (tidak 

secara tegas menyebutkan badan 

hukumnya bisa dipidana tetapi dari 

pengertian pihak yang juga 

termasuk badan hukum, maka 

dapat disimpulkan bahwa badan 

hukum yang bersangkutan dapat 

bertanggungjawab secara mandiri) 

 Pasal 103: penjara dan denda (bukan 

sebagai alternatif tetapi sebagai posisi 

berdampingan bersama) 
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18. UU Nomor 10 Tahun 1995 Jo UU Nomor 

17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

Pasal 1 (12): orang adalah orang 

perseorangan atau badan hukum 
 Pasal 108: 

a. Badan hukum, perseroan atau

 perusahaan, perkumpulan, 

yayasan atau koperasi 

b. Mereka yang memberikan 

perintah atau pimpinan atau 

melalaikan pencegahan 

terjadinya tindak pidana 

Pasal 108 (3): pidana pokok yang 

dijatuhkan senantiasa berupa pidana 

denda paling banyak tiga ratus juta 

rupiah untuk tindak pidana yang 

diacam dengan pidana penjara, 

dengan tidak menghapuskan pidana 

denda apabila atas tindak pidana 

tersebut diancam dengan pidana 

penjara dan pidana denda. 

19. UU Nomor 11 Tahun 1995 Jo. UU 

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai 

Pasal 1 (8): Orang adalah badan 

hukum atau orang pribadi 

 Pasal 61 (1): 

a. Badan hukum, perseroan 

atau perusahaan, perkumpulan, 

yayasan atau koperasi. 

b. Mereka yang memberi perintah 

atau yang bertindak sebagai 

pemimpin atau melalaikan 

pencegahan terjadinya suatu 

tindak pidana 

Pasal 61 (4): pidana pokok yang 

dijatuhkan senantiasa berupa pidana 

denda paling banyak tiga ratus juta 

rupiah untuk tindak pidana yang 

diacam dengan pidana penjara, 

dengan tidak menghapuskan pidana 

denda apabila atas tindak pidana 

tersebut diancam dengan pidana 

penjara dan pidana denda. 

20. UU Nomor 5 Tahun 199 

tentang Psikotropika 

Pasal 1 (13): korporasi adalah 

kumpulan terorganisasi dari orang 

dan/atau kekayaan, baik merupakan 

badan hukum maupun bukan. 

 Pasal 59 (3): korporasi Pasal 59 (3): di samping dipidananya 

pelaku tindak pidana, kepada 

korporasi dikenakan pidana denda 

sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) 

Pasal 70: pidana denda sebesar 2 

(dua) kali pidana denda yang berlaku 

untuk tindak pidana tersebut dan dapat 

dijatuhkan pidana tambahan berupa 

pencabutan izin usaha. 

21. UU Nomor 32 Tahun 1997 Jo. UU 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pasal 1 (13): pihak adalah orang 

perseorangan, koperasi, badan usaha 

 Pasal 71-76:Setiap pihak (sehingga 

masuk kedalamnya) juga adalah 

 Pasal 71-76: Penjara dan denda 
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Perdagangan Berjangka Komoditi lain, badan usaha bersama, asosiasi, 

atau kelompok orang perseorangan, 

dan/atau perusahaan yang 

terorganisasi 

semua bentuk kolektif yang 

disebutkan pada Pasal 1 (13). 

22. UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia 

Pasal 26: setiap orang atau 

badan atau organisasi atau lembaga 

Pasal 26: setiap orang, badan, 

organisasi atau lembaga 
Pasal 26: pidana kurungan atau denda 

23. UU Nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat 

Pasal 1 (5): pelaku usaha adalah 

setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakanberbagai kegiatan 

usaha dalam bidang ekonomi. 

Ketentuan yang mengandug sanksi 

pidana ditujukan kepada pelaku 

usaha, misal Pasal 4, Pasal 9, 

Pasal 14 dst. (sehingga dapat 

disimpulkan bahwa segala bentuk 

kolektif yang disebutkan pada 

Pasal 1 (5) adalah aktor kolektif 

yang merupakan subjek hukum 

mandiri yang terpisah dan dapat 

bertanggung jawab atas namanya 

sendiri. 

Pasal 48: Pidana pokok berupa 

penjara dan denda 

Pasal 49: Pidana tambahan berupa: 

a. Pencabutan izin usaha 

b. Larangan untuk menduduki 

jabatan direksi atau komisaris 

selama jangka waktu tertentu 

c. Penghentian kegiatan atau 

tindakan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian 

pada pihak lain. 

24. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 (3): pelaku usaha (dengan 

pengertian pelaku usaha sama 

persis dengan pengertian pelaku 

usaha pada UU 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 Pasal 61: Pelaku usaha dan/atau 

pengurusnya (karena pengertian 

pelaku usaha adalah juga termasuk 

badan usaha baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum, maka UU ini 

mengakui bahwa badan usaha 

adalah subjek hukum mandiri yang 

bisa bertanggungjawab atas 

namanya sendiri) 

Pasal 62: Pidana pokok berupa 

penjara dan denda 

Pasal 63: Pidana tambahan berupa: 

a. Perampasan barang tertentu 

b. Pengumuman putusan hakim 

c. Pembayaran ganti rugi 

d. Perintah penghentian kegiatan 

tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian konsumen 

e. Kewajiban penarikan barang dari 

peredaran; atau 

f. Pencabutan izin usaha 
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25. UU Nomor 23 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 

3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia 

 Pasal 2 (4): setiap orang atau badan Pasal 66: menjelaskan sanksi 

pidana atas pelanggaran Pasal 2 

(4) yang ditujukan kepada setiap 

orang atau badan 

Pasal 71 (2): badan 

 Pasal 66-71: denda 

26. UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 

lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar 

Pasal 1 (3): Penduduk adalah orang, 

badan hukum, atau badan lainnya, 

yang berdomisili atau berencana 

berdomisili di Indonesia sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk 

perwakilan dan staf diplomatik RI di 

luar negeri. 

Pasal 6: menjelaskan sanksi 

pidana yang dapat diberikan atas 

pelanggaran Pasal 3 (2) yang 

menyebutkan TP yang dapat 

dilakukan oleh penduduk. Sehingga 

norm adresat dari ketentuan ini 

adalah penduduk sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 1 (3), yang 

didalamnya juga termasuk badan 

hukum atau badan lain. 

Pasal 6: pidana denda 

 

Pasal 7: tambahan sanksi adminsitratif, 

berupa: 

a. Teguran tertulis 

b. Denda 

c. Pencabutan izin usaha 

27. UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 1 (1): korporasi adalah 

kumpulan orang dan atau kekayaan 

yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 

Pasal 1 (3): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau termasuk 

korporasi 

Pasal 20: korporasi dan atau 

pengurusnya 

Pasal 20 (7): pidana denda dengan 

ketentuan maksimum ditambah 1/3 

(satu pertiga). 

 Pasal 18: Pidana tambahan: 

a. Perampasan barang bergerak, 

berwujud, yang tidak berwujud, 

barang tidak bergerak yang 

digunakan untuk atau yang 

diperoleh dari tipikor, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana 

tindak pidana korupsi dilakukan, 

begitu pula dari barang yang 

menggantikan barang-barang 

tersebut; 
b. Pembayaran uang pengganti 

maksimal sama dengan harta benda 
yang diperoleh dari tipikor; 
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c.  Penutupan seluruh atau sebagian 
perusahaan untuk waktu paling lama 
1 (satu) tahun; 

d.  Pencabutan seluruh atau sebagian 
hak-hak tertentu atau penghapusan 
seluruh atau sebagian keuntungan 
tertentu, yang telah atau dapat 
diberikan oleh Pemerintah kepada 
terpidana. 

28. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi 

Pasal 1 (8): penyelenggara 

telekomunikasi adalah perseorangan, 

koperasi, BUMN, BUMD, Badan 

Usaha swasta, instansi pemerintah 

dan instansi pertahanan negara. 

Pasal 11 (1), 20: penyelenggaran 

telekomunikasi (yang merujuk 

kembali pada ketentuan Pasal 1 

(8)). 

Pasal 48: Penyelenggara jaringan 

telekomunikasi 

 Pasal 47-59: penjara dan atau denda 

29. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 (2): Perusahaan pers 

adalah badan hukum Indonesia 

yang menyelenggarakan usaha pers 

meliputi media cetak, media 

elektronik, dan kantor berita serta 

perusahaan media lainnya yang 

secara khusus menyelenggarakan, 

menyiarkan, atau menyalurkan 

informasi. 

Pasal 18: Perusahaan pers  Pasal 18: penjara atau denda 

30. UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Kehutanan 

Pasal 78 (14): badan hukum atau 

badan usaha 

Pasal 78 (14): Pengurusnya baik 

sendiri-sendiri atau bersama- sama 

Pasal 78 (14): sesuai dengan ancaman 

pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) 

Pasal 78 (15): semua hasil hutan dari 

hasil kejahatan atau pelanggaran 

dirampas untuk negara. 

31. UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Fidusia 

Pasal 1 (10): Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 
 Pasal 35: setiap orang  Pasal 35: Penjara dan denda 
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32. UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang 

Rakyat Terlatih 

Pasal 1 (5): korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 

Pasal 41: apabila perbuatan 

yang diancam dengan pidana 

penjara dilakukan oleh korporasi, 

sanksi diberikan kepada 

pengurusnya 

Pasal Bab V (Ketentuan Pidana): 

semua sanksi berbentuk pidana 

penjara. (sehingga dalam konteks 

pidana, korporasi tidak dapat dikenakan 

secara pribadi sanksi pidana tetapi 

hanya pengurus) 

33. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi 
Pasal 1 (17): Badan usaha adalah 

perusahaan berbentuk badan hukum 

yang menjalankan jenis usaha 

bersifat tetap, terus- menerus dan 

didirikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

serta bekerja dan berkedudukan di 

wilayah NKRI. 

Pasal 1 (18): Bentuk usaha tetap 

adalah badan usaha yang didirikan 

dan berbadan hukum di luar NKRI 

yang melakukan kegiatan di wilayah 

NKRI. 

Pasal 56 (1): Badan usaha dan 

bentuk usaha tetap dan/atau 

pengurusnya. 

Pasal 56 (1): pidana denda, dengan 

ketentuan paling tinggi pidana denda 

ditambah sepertiganya. 
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34. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung 

Pasal 1 (9): Pemilik bangunan 

gedung adalah orang, badan 

hukum, kelompok orang atau 

perkumpulan yang menurut hukum 

sah sebagai pemilik bangunan 

gedung. 

Pasal 47: badan 

 

Penjelasan Pasal 8 (2): yang 

dimaksud dengan badan hukum 

privat antara lain adalah PT, 

yayasan, badan usaha yang lain, 

seperti CV, firma dan bentuk usaha 

lainnya. Sedangkan badan hukum 

publik antara lain instansi/lembaga 

pemerintahan, BUMN, BUMD, 

Perum, Perjan, Persero.  

Pasal 47 (1): setiap orang atau 

badan 
Pasal 47 (2): kurungan dan atau denda 
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35. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Pasal 1 (5): Pengusaha adalah 

orang perseorangan, persekutuan, 

atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan. 

Pasal 1 (6): Perusahaan adalah: 
a. Setiap bentuk usaha yang 

berbadan hukum atau tidak, milik 

orang perseorangan, persekutuan 

atau badan hukum, baik swasta 

maupun milik negara yang 

mempekerjakan pekerja/buruh. 

b. usaha-usaha sosial dan usaha- 

usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan 

orang lain dengan membayar 

upah. 

Meskipun Pasal-pasal yang 

mengatur ketentuan pidana ( Pasal 

183-189), tidak secara tegas 

menyebutkan suatu perusahaan 

atau pengusaha dapat dipidana 

sebagai subjek hukum 

independen, tetapi hanya 

menyebutkan “barang  i p ”, 

namun dari ketentuan yang diacu 

oleh pasal ini merujuk kepada 

perbuatan pengusaha dan 

perusahaan yang diatur seperti 

dalam Pasal 42, Pasal 68, Pasal 

74, Pasal 80, dst. 

Pasal 183-189: Pidana penjara dan 

denda 

36. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme menjadi UU 

Pasal 1 (2): Setiap orang adalah 

orang perseorangan, kelompok orang, 

baik sipil maupun militer maupun 

polisi yang bertanggung jawab 

secara individual atau korporasi. 

Pasal 1 (3): Korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 

Pasal 17: korporasi dan/atau 

pengurusnya 

Pasal 18: denda paling banyak satu 

triliun, dibekukan atau dicabut izinnya 

dan dinyatakan sebagai korporasi yang 

terlarang. 
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37. UU Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

Penjelasan Pasal 10: yang 

dimaksud dengan seseorang 

adalah orang perseorangan atau 

badan hukum 

Ketentuan pidana yang diatur pada 

Bab VI ( Pasal 24- Pasal26) 

di  j k n kep d  „ e i p o  ng‟ dan 

“setiap peme ik  ”. Salah satu 

ketentuan yang diancam dengan 

ketentuan pidana adalah 

pelanggaran atas Pasal 10, 

sehingga dapat disimpulkan dalam 

hal ini badan hukum adalah subjek 

hukum mandiri yang dapat 

bertanggung jawab atas namanya 

sendiri karena sebagaimana 

penjelasan Pasal 10 dijelaskan 

bahwa badan hukum termasuk 

dalam makna seseorang. 

Bab VI ( Pasal 24-Pasal26): Penjara 

dan/atau denda 

38. UU Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan 

 Pasal 95 (3) dan (4): Badan  Pasal 95 (3) dan (4): Badan Pasal 95 (3) dan (4): Penjara serta 

denda 

39. UU Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran 

 Pasal 80: korporasi  Pasal 80: korporasi Pasal 80: denda ditambah sepertiga 

dan pidana tambahan berupa 

pencabutan izin 

40. UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo. 

UUNomor 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan 

Pasal 1 (14): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

Pasal 1 (15): korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan 

hukum 

 Pasal 101: Pengurus Bab XV (Pasal 84-Pasal 104): penjara 

dan denda (dengan denda yang cukup 

besar bahkan ada yang maksimal dua 

puluh miliar), namun sayang tidak 

mengakomodir pertanggungjawaban 

pidana oleh korporasi hanya pengurus 

saja. 
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41. UU Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan 

Pasal 1 (19): orang adalah orang 

perseorangan atau badan usaha 

baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum. 

 Pasal 65: Badan usaha  Pasal 65 (1): pidana denda ditambah 

sepertiga denda yang dijatuhkan 

42. UU Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri 

Pasal 1 (15): orang adalah pihak 

orang perseorangan atau badan 

hukum 

Bab XIII ( Pasal 102 – 104): 

ketentuan pidana yang ditujukan 

kep d  „ e i p o  ng‟,  ehingg  

dapat disimpulkan badan hukum 

adalah subjek hukum mandiri yang 

dapat bertanggung jawab secara 

mandiri atas namanya sendiri 

Bab XIII ( Pasal 102–104): penjara 

dan/atau denda 

42. UU Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan 

 

 

Pasal 1 (6): setiap orang adalah 

orang perseorangan, termasuk 

korporasi 

Pasal 38 (1): korporasi dan/atau 

pengurus yang bertindak untuk dan 

atas nama korporasi 

 Pasal 38 (2): denda dan dicabut izin 

usahanya 
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43. UU Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

Pasal 1 (4): Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

yang melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. 

Pasal 1 (6): korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 

Pasal 16: Kelompok yang 

terorganisasi. 

Pasal 13-15: korporasi dan/atau 

pengurusnya 

Pasal 15 (1): pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali daripada 

denda untuk orang perseorangan 

 Pasal 15 (2): pidana tambahan, 

berupa: 
 

a. pencabutan izin usaha 

b. perampasan kekayaan hasil tindak 

pidana 

c. pencabutan status badan hukum 

d. pemecatan pengurus 

e. pelarangan kepada pengurus 

tersebut untuk mendirikan korporasi 

dalam bidang usaha yang sama. 

Pasal 16: dalam hal TP perdagangan 

orang dilakukan oleh kelompok 

terorganisasi: denda ditambah 1/3 

(satu pertiga) 

44. UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. 

UU Nomor 2 Tahun 

2011tentang Partai Politik 

Pasal 49: perusahaan atau badan 

usaha 

Pasal 49: setiap orang atau 

perusahaan dan atau badan usaha 
 Pasal 49: penjara dan denda 

45. UU Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

 Pasal 1 (21): orang adalah orang 

perseorangan, baik WNI, WNA, 

maupun badan hukum 

Pasal 1 (22): Badan usaha adalah 

perusahaan perseorangan atau 

perusahaan persekutuan, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum 

Bab XI (Pasal 45-52): semua 

ketentuan pidana mengacu kepada 

“setiap orang”. Sehingga dapat 

disimpulkan termasuk didalamnya 

juga diatur badan hukum sebagai 

subjek hukum mandiri. 

 Pasal 52 (4): Korporasi 

Pasal 52 (4): pidana pokok 

ditambah dua pertiga 
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46. UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 1 (3): Badan publik adalah 

lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang 

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara, 

yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari APBN dan/atau 

APBD, atau organisasi non-

pemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari 

APBN dan/atau APBD, sumbangan 

masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Pasal 1 (10): orang adalah orang 

perseorangan, kelompok orang, 

badan hukum, atau badan publik 

sebagaimana dimaksud dalam UU 

ini. 

Bab XI (Pasal 51–57): ketentuan 

yang mengandung sanksi pidana 

ditujukan kepada orang dan 

badan publik 

Bab XI (Pasal 51–57): pidana penjara 

dan/atau denda 

47. UU Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran 

Pasal 1 (61): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

Pasal 333: korporasi dan/atau 

pengurus 

Pasal 335: denda dengan pemberatan 

3 (tiga) kali dari pidana denda untuk 

pengurus 

48. UU Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah 
 Pasal 59: Badan hukum Pasal 59: mereka yang memberi 

perintah dan/atau yang bertindak 

sebagai pemimpin dalam TP 

tersebut 
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49. UU Nomor 44 Tahun 2008 

t entang Pornografi 

Pasal 1 (3): Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi, 

baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum 

Pasal 40 (1): korporasi dan/atau 

pengurusnya 

Pasal 40: maksimum pidana dikalikan 

3 (tiga) dari pidana denda yang 

ditentukan 

 Pasal 41: Pidana tambahan, berupa: 

a. pembekuan izin usaha, 

b. pencabutan izin usaha 

c. perampasan kekayaan hasil TP 

d. pencabutan status badan hukum 

50. UU Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan 

Pasal 1 (55): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

Pasal 441: korporasi dan/atau 

pengurus 

Pasal 443: denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 

denda untuk pengurus 

51. UU Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Pasal 7: Penyelenggaraan lalu lintas 

dan angkutan jalan dalam kegiatan 

pelayanan langsung kepada 

masyarakat dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

badan hukum, dan/atau masyarakat. 

Pasal 1 (21): Perusahaan angkutan 

umum adalah badan hukum yang 

menyediakan jasa angkutan orang 

Pasal 273: Penyelenggara jalan 

 
Pasal 315: Perusahaan angkutan 

umum dan/atau pengurusnya 

Pasal 273: penjara atau denda 

(dengan pidana yang relatif kecil) 

Pasal 315: dalam hal tindak pidana 

dilakukan oleh perusahaan angkutan 

umum, pidana denda paling banyak 

dikalikan 3 (tiga) 

Pasal 315: dalam hal tindak pidana 

dilakukan oleh perusahaan angkutan 

umum, dapat diberikan pidana 
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  dan/atau barang dengan kendaraan 

bermotor umum. 

 Tambahan berupa pembekuan 

sementara atau pencabutan izin 

52. UU Nomor 30 Tahun 2009 

tentang Ketenagalistrikan 

Pasal 1 (18): setiap orang adalah 

orang perorangan atau badan baik 

yang berbadan hukum maupun 

yang bukan berbadan hukum. 

Pasal 55 (1): Badan usaha 

dan/atau pengurusnya 

Pasal 55 (2): Pidana yang dikenakan 

berupa denda maksimal ditambah 

sepertiganya. 

53. UU Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

 Pasal 1 (32): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum 

maupun yang tidak berbadan 

hukum. 

Pasal 116: badan usaha dan/atau 

yang memberi perintah atau 

pemimpin dalam kegiatan tindak 

pidana 

Pasal 117: apabila tuntutan pidana 

diajukan kepada pemberi perintah, 

maka sanksi pidana diperberat 

sepertiga. 

Pasal 119: Pidana tambahan dan 

tindakan tata tertib berupa: 

a. Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tindak pidana 

b. Penutupan seluruh atau sebagian 

tempat usaha dan/atau kegiatan 

c. Perbaikan akibat tindak pidana 

d. Pewajiban mengerjakan apa yang 

dilalaikan tanpa hak; dan/atau 

e. Penempatan perusahaan dibawah 

pengampuan paling lama 3 (tiga) 
tahun 
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54. UU Nomor 33 Tahun 2009 

tentang Perfilman 
 Pasal 82: korporasi Pasal 82 (2): korporasi dan/atau 

pengurus korporasi 

Pasal 82 (1): Pidana denda ditambah 

1/3 (satu pertiga) dari ancaman 

pidananya 

 Pasal 82 (3): Pidana tambahan: 

a. Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari TP 

b. Pencabutan izin usaha 

55. UU Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika 

Pasal 1 (21): korporasi adalah 

kumpulan terorganisasi dari orang 

dan/atau kekayaan, baik merupakan 

badan hukum maupun bukan 

badan hukum 

 Pasal 130: korporasi Pasal 130 (1): selain pidana penjara 

dan denda terhadap pengurusnya, 

pidana yang dapat dijatuhkan 

terhadap korporasi berupa pidana 

denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali 

dari pidana denda untuk orang 

perorangan. 

Pasal 130 (2): pidana tambahan 

berupa: 
a. Pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. Pencabutan status badan hukum 

 
Pasal 132 (2): apabila dilakukan 
secara terorganisasi, pidana penjara 
dan denda maksimumnya ditambah 
1/3 (sepertiga). 

56. UU Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan 

 Pasal 201 (1): korporasi  Pasal 201 (1): korporasi Pasal 201 (1): denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali 

Pasal 201 (2): Pidana tambahan: 

a. Pencabutan izin usaha 

b. Pencabutan badan hukum 
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57. UU Nomor 38 Tahun 2009 

tentang Pos 

Pasal 1 (13): orang adalah orang 

perseorangan ataupun badan 

hukum. 

Pasal 4 (1): Penyelenggaraan pos 

dilakukan oleh badan usaha 

berbadan hukum Indonesia. 

Pasal 4 (2): Badan usaha dapat 

berbentuk: BUMN, BUMD, Badan 
Usaha Milik Swasta, Koperasi. 

Pasal 42: Penyelenggara pos (dapat 

diasumsikan bahwa badan usahanya 

juga dapat bertanggung jawab 

sebagai pribadi hukum mandiri) 

Pasal 43-47: merujuk kepada 

sanksi pidana yang ditujukan 

kepada setiap orang. Sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 1 (13) bahwa 

orang adalah juga termasuk badan 

hukum, sehingga badan hukum 

dapat juga dikenakan sanksi 

pidana atas pelanggaran ketentuan 

ini. 

Pasal 42-47: Pidana penjara atau 

denda 
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58. UU Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

Pasal 1 (9): Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

Pasal 1 (10): korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan 

badan hukum maupun bukan 

badan hukum. 

Pasal 6: korporasi dan/atau 

personil pengendali korporasi 
Pasal 7 (1): Pidana denda 

Pasal 7 (2): Pidana tambahan, berupa: 
a. pengumuman putusan hakim, 

b. pembekuan sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha koperasi, 

c. pencabutan izin usaha, 

d. pembubaran dan/atau pelarangan 

korporasi 

e. Perampasan aset korporasi untuk 

negara, 

f. Pengambilalihan korporasi oleh 

negara. 

Pasal 9 (1): dalam hal korporasi tidak 

mampu membayar pidana denda 

tersebut, diganti dengan perampasan 

harta kekayaan milik korporasi atau 

personil pengendali korporasi. 

Pasal 9 (2): dalam hal penjualan harta 

kekayaan milik korporasi tidak 

mencukupi, pidana kurungan 

pengganti denda dijatuhkan kepada 

personil pengendali korporasi. 
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59. UU Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya 

Pasal 1 (35): setiap orang adalah 

perseorangan, kelompok orang, 

masyarakat, badan usaha 

berbadan hukum, dan/atau badan 

usaha bukan berbadan hukum. 

Pasal 113 (1): badan usaha 

dan/atau orang yang memberi 

perintah untuk melakukan tindak 

pidana 

Pasal 113 (2): dipidana dengan 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 

denda terhadap orang perseorangan 

Pasal 115 (1): Pidana tambahan 

berupa: 

a. Kewajiban mengembalikan bahan, 

bentuk, tata letak, dan/atau teknik 

pengerjaan sesuai dengan aslinya 

atas tanggungan sendiri; dan/atau 

b. Perampasan keuntungan yang 

diperoleh dari tidak pidana 

 Pasal 115 (2): Pencabutan izin usaha 

60. UU Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Pasal 1 (25): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau “  d n 

h k m” 

Pasal 1 (26): Badan hukum 
adalah badan hukum yang didirikan 
WNI yang kegiatannya dibidang 
penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan pemukiman. 

 Pasal 155: Badan hukum Pasal 155: Kurungan atau denda 

(walaupun pasal ini secara tegas 

ditujukan kepada badan hukum, tetapi 

sanksinya masih berupa kurungan) 
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61. UU Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Perubahan atas UU 

Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi 

Pasal 1 (13): Pihak adalah orang 

perseorangan, koperasi, badan 

usaha lain, badan usaha bersama, 

asosiasi, atau kelompok orang 

perseorangan, dan/atau 

perusahaan yang terorganisir 

Pasal 71-73: setiap pihak dapat 

dijatuhi sanksi pidana (apabila 

dikaitkan dengan pengertian pihak 

pada Pasal 1 (13) maka berarti 

badan usaha dilihat sebagai subjek 

hukum mandiri yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara 

pribadi) 

Pasal 71-73: pidana penjara dan denda 

(perumus UU menyebutkan penjara 

dan denda bukan sebagai pilihan tapi 

berdampingan secara bersamaan, yang 

mana hal ini tidak dimungkinkan 

apabila terpidana adalah badan usaha 

sebagai subjek hukum) 

62. UU Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 

 Pasal 52–54: Korporasi  
Bab XII (Pasal 52–54): 

Korporasi 
Bab XII (Pasal 52–54): denda sebanyak 

3 (tiga) kali lipat dari denda untuk orang 

perorangan dan/atau sebesar jumlah 

kerugian yang ditimbulkan akibat 

pelanggaran tersebut 

63. UU Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial  

Pasal 1 (9): Pemberi kerja adalah 

orang perseorangan, pengusaha, 

badan hukum, atau badan lainnya 

yang mempekerjakan tenaga kerja 

atau penyelenggara negara yang 

mempekerjakan pegawai negeri 

dengan membayar gaji, upah, atau 

imbalan dalam bentuk lainnya. 

Pasal 55: ditujukan kepada 

pemberi kerja (sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 1 (9) bahwa 

pemberi kerja termasuk adalah 

badan hukum atau badan lainnya 

dan juga penyelenggara negara). 

Sehingga dapat disimpulkan 

badan-badan yang disebutkan 

diatas dapat bertanggung jawab 

sebagai suatu subjek hukum 

mandiri atas namanya sendiri. 

 
Pasal 55: bagi pemberi kerja dapat 

dipidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp.1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) 
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64. UU Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD 

Pasal 79: Pelaksana kampanye 

pemilu anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/kota 

terdiri atas ..... orang seorang dan 

organisasi yang ditunjuk oleh 

perserta pemilu. 

Pasal 303: kelompok, perusahaan 

dan/atau badan usaha non 

pemerintah  

Pasal 306: setiap perusahaan 

percetakan surat suara  

Pasal 317: Pelaksana kegiatan 

penghitungan cepat 

Pasal 312: Penyelenggara Pemilu 

Pasal 79: organisasi pelaksana 

kampanye pemilu. 

Pasal 303: kelompok, perusahaan 

dan/atau badan usaha non 

pemerintah. 

Pasal 306: perusahaan percetakan 

surat suara. 

 

BAB XII ( Pasal 273 – 321): 

Penjara dan denda 

65. UU Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan 

Pasal 1 (38): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

Pasal 148: korporasi dan atau 

pengurus 

 
Pasal 148 (1): pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali pidana denda 

terhadap perseorangan. 

Pasal 148 (2): Pidana tambahan 

berupa: 

 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Pengumuman putusan hakim 

66. UU Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro 

Pasal 34: dalam hal TP dilakukan 

oleh badan hukum yang berbentuk 

PT atau koperasi 

Pasal 34: mereka yang 

memberikan perintah atau 

bertindak sebagai pimpinan dalam 

TP 
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67. UU Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan 

Hutan 

Pasal 1 (21): setiap orang adalah 

orang perseorangan dan/atau 

korporasi yang melakukan 

perbuatan perusakan hutan secara 

terorganisasi di wilayah hukum 

Indonesia dan/atau berakibat 

hukum di wilayah hukum Indonesia. 

Pasal 1 (21): Korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik berupa 

badan hukum maupun bukan 

badan hukum. 

Pasal 82–Pasal 104: korporasi 

(dalam setiap ayat pasal-pasal 

tersebut diatas menguraikan secara 

terpisah ketentuan untuk orang 

perseorangan dan korporasi) 

Pasal 109: korporasi dan/atau 

pengurusnya 

 

Pasal 109 (5): Pidana pokok berupa 

denda 

Pasal 109 (6): Pidana tambahan 

berupa penutupan seluruh atau 

sebagian perusahaan 

68. UU Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani 

Pasal 1 (8): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

Pasal 104: Korporasi dan atau 

pengurusnya 

 
Pasal 104: pidana denda dengan 

pemberatan 1/3 (satu pertiga) dari 

pidana denda terhadap perseorangan 

69. UU Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Keantariksaan 

Pasal 100: Korporasi atau badan 

hukum 

 Pasal 100: apabila tindak pidana 

dilakukan oleh korporasi atau 

badan hukum 

 
 Pasal 100: Pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 

denda terhadap orang. 

70. UU Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Perindustrian 

Pasal 1 (7): Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

Pasal 1 (8): Korporasi adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan 

badan hukum maupun bukan 

badan hukum 

Pasal 121: korporasi dan/atau 

pengurus 

 
 Pasal 120: Penjara dan denda 
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71. UU Nomor 39 Tahun 201 

tentang Perkebunan 

Pasal 1 (15): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum 

Pasal 133: korporasi dan atau 

pengurus 

Pasal 133: pidana denda maksimal 

ditambah sepertiga dari pidana denda 

terhadap orang perorangan 

72. UU Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian 

Pasal 1 (34): Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

Pasal 81: Korporasi, Pengendali 

dan/atau pengurus yang bertindak 

untuk dan atas nama korporasi 

Pasal 82: Pidana yang dijatuhkan 

terhadap korporasi adalah pidana 

denda paling banyak 

Rp.600.000.000,00 (enam ratus miliar 

rupiah) 

73 UU Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidaya Ikan dan 

Petambak Garam 

Pasal 1 (26): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

Pasal 1 (27): Pelaku usaha adalah 

orang perseorangan atau korporasi 

yang melakukan usaha prasarana 

dan/atau sarana produksi 

perikanan. 

BAB IX (Pasal 73-74): mengatur 

tindak pidana yang ditujukan bagi 

“ e i p o  ng” yang termasuk di 

dalamnya adalah korporasi 

sehingga korporasi dapat dipidana 

sebagai subjek hukum mandiri. 

BAB IX (Pasal 73-74): Penjara 

dan/atau denda 
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74. UU Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang 

Disabilitas 

Pasal 1 (17): setiap orang adalah 

orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum 

Pasal 144 dan 145: setiap orang 

(tidak secara tegas menyebutkan 

korporasi dapat dipidana secara 

mandiri tetapi dapat disimpulkan 

dari pengertian setiap orang pada 

Pasal 1 (17) 

Pasal 144 dan Pasal 145: pidana 

penjara atau denda 

75. UU Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten 

Pasal 1 (13): orang adalah orang 

perseorangan atau badan hukum 

BAB XVII (Pasal 161–Pasal 166): 

ketentuan pidana yang ditujukan 

kep d  “ e i p o  ng”. Sehingg  

badan hukum dapat bertanggung 

jawab secara pidana sebagai 

subjek hukum mandiri 

BAB XVII (Pasal 161–Pasal 166): 

Penjara dan atau denda, dengan tidak 

membedakan sanksi untuk orang 

perorangan dengan badan hukum. 

76 Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

(RKUHP) Tahun 2022 

Pasal 45 (1), (2):  

(1) korporasi merupakan subjek 

tindak pidana; 

(2) Korporasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mencakup 

badan hukum yang berbentuk 

perseroan terbatas, yayasan, 

koperasi, badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau 

yang disamakan dengan itu, serta 

perkumpulanbaik yang berbadan 

hukum maupun tidak berbadan 

hukum,atau badan usaha yang 

berbentuk firma, persekutuan 

komanditer, atau yang disamakan 

 Pasal 46: Tindak Pidana oleh 

Korporasi merupakan Tindak Pidana 
yang dilakukan oleh pengurus yang 
mempunyai kedudukan fungsional 
dalam struktur organisasi Korporasi 
atau orang yang berdasarkan 
hubungan kerja atau berdasarkan 
hubungan lainyang bertindak untuk 
dan atas nama Korporasi atau 
bertindak demi kepentingan 
Korporasi, dalam lingkup usaha atau 
kegiatan Korporasi tersebut, baik 
secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama. 
 
Pasal 47: Selain ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46, Tindak Pidana oleh 

Pasal 118: Pidana bagi Korporasiterdiri 

atas: 
a. pidana pokok; dan 
b. pidana tambahan 
 
Pasal 119: Pidana pokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 118 huruf a 
adalah pidana denda 
 
Pidana tambahan terdiri dari 12 pidana 
tambahan bagi korporasi (Pasal 120 
Ayat (1) dan (2)) 
 
Pasal 123: Tindakan yang dapat 

dikenakan bagi Korporasi: 
a. pengambilalihan Korporasi; 
b. penempatan di bawah 

pengawasan; dan/atau 
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dengan itu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 146 RKUHP: Korporasi 

adalah kumpulan terorganisasi dari 

orang dan/atau kekayaan, baik 

merupakanbadan hukum yang 

berbentuk perseroan terbatas, 

yayasan, perkumpulan, koperasi, 

badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, badan usaha 

milik desa, atau yang disamakan 

dengan itu, maupun perkumpulan 

yang tidak berbadan hukum atau 

badan usaha yang berbentuk firma, 

persekutuan komanditer, atau yang 

disamakan dengan itu 

Korporasidapat dilakukan oleh 
pemberi perintah,pemegang kendali, 
atau pemilik manfaat Korporasiyang 
berada di luar struktur organisasi, 
tetapi dapat mengendalikan 
Korporasi. 

c. penempatan Korporasi di bawah 
pengampuan 

 


